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Abstrak
37” B -
Penulisan skripsi ini dimaksudkan ntuk mgngﬁ'asilkan rekomentasi gglam optimalisasi elaksanaan pajak hotel
di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Judul skripsi inr*eiangkat karena berdasarkan realisasi
penerimaan pajak hotel maS|h DElum memenunhi target seperti yang dltetatp{en Penelitian ini menggunakan
Metode Penelitian Kualitatif. Digunakan Metode Penelitian/Kualitatif karena Penelitian ini mengambarkan
situasi tertentu, 5|kay) “perilaku, -pandangan,” fenomena, dan proses yang berlang’sung dilokasi penelitian.
Penelitian ini menggunakan dua tahap, tahap pertama menemukan permasalah kebljakaﬂ,i(Pollcy Problem),
tahap kedua melihat pelaksanaanhya dilapangan, merumuskan dan memberikan rekome dasi."lokasi penelitian
di Dinas Pepdapatan Pengelolaan Keuangdn dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawr Ke5|mpulan
dalam penehtlan ini adalah tingkat kesadaran dan disiplin dalam*pembayaran pajak dari-wajib pajaky ng masih
rendah walaupun sebagian kecil wajib pajak sudah sadar akan kewajibannya. Wajib_. ajak sudah membayar
pajakJﬁoteI namun dalam memberikan data mengenai pajak hotel yang masih belum.transparan. Untuk itu
rekon-“enda5| yang diberikan dala pelaksanaan pajak=hotel, di Kecamatan Nanga Pinoh_Kabupaten MeIaW|
difokuskan pada bagaimana mengoptimalisasikan penerimaan pajak hotel dengan melakukan SOS|aI|sasIJ secara
efektifl dan berkesinambungan, melakukan pendekatai®Secara ‘persuasif dan memberikan,.pengertian tentang

pentinghya membayar pajak serta manfaat dari petnbayaran pajak daerah kepada pihak Wajlb pawk guna

mempeNoIeh dukungan penuh. [
ll - ; d
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This research |s intended to generate recommendations on optimizing the implementation of |;10te| taxes in the
District of Nangh Pinoh Melawi.—4 he titlé of this study-was chosen as based.the reali - ation revenue of hotel
taxes is still not ‘achive the speeific target. This research uses Qualitative Research Méthods Because it
describes the certainy situation, attit de, behaviour, view, phenomenon, and the process Wl"ﬂ‘Ch occurs in location
of research. This study uses two hases: The first phase to find problems policy, af the second to see its
implementation in the fiéld, formullate and provide recommendations. The Iocatlon'of' research is take place in
Dinas Pendapatan, Pengelolaan “Ketangan-dan, Aset_Daerah (DPPKAD) MeTawi Rege cy. The conclusion of
this study is the level of awareness and discipline in tax payments from taxpayers who still low, although a
small portion of taxpayers are aware of their obligations. The taxpayer have to pay hotel taxes but in providing
data about this hotel taxes are still not transparent. The recommendations that were provided for the
implementation of hotel taxes in the District of Nanga Pinoh Melawi Regency is focused on how to optimize the
hotel tax revenue to effectively disseminate sustainable, do the persuasive approach and provide an
understanding of the importance paying taxes and the benefits of local tax payments to the taxpayer in order to
raise the full support.

Keywords: Public Policy, Hotel Taxes, Optimization.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari
pembangunan nasional yang bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril
maupun materil. Dalam pembangunan tersebut
dibutuhkan dana yang cukup besar, maka segenap
potensi dan sumber daya pembangunan yang ada
harus dialokasikan secara efektif dan efisien melalui
suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus-
menerus untuk meningkatkan Pendapatan A;hrD‘aer—ah
(PAD). PAD adalah penerimaan yang' c dlperoleh dari
sektor pajak daerah, retrlbusydégrah hasil perusahaan
milik daerah, hasil pgngelolaan kekayaan.daerah yang
dipisahkan, dan laﬁn lain pendapatan asli daerah yang
sah. Hal ini dﬂ1arapkan dapat enjadi penyangga
utama dalam membiayali, kegiatan 1 pembangunan di

daeraf. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat
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maka pemerintah Kabupaten Melawi mengambil
kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2005 ini
pengertian Hotel adalah bangunan yang khusus
disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat,
memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya
dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya
..yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang
samh kecuall untuk pertokoan dan perkantoran. Wajib
Pajak Hotel adalah pengusaha hotel, yakni perorangan
atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk
dan atas “nama dirinya sendm, dan atas nama pihak
lain yang menjadi tanggungannya

TUJuan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten
MeIaW| Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pa‘]ak Hotel

yaltu tertlbnya administrasi dan_ kelancaran dalam

mengﬂlpayakan peningkatan penerimaan yang berasal __pemungutan pajak hotel dimana pajak h&tel ini
dari daerah itu.sendiri. Peningkatan pendapatan |rfi ‘merupakan salah satu sumber« PAD Kabupaten
biasanya tidak.selalu identik dengan peningkatan tarif ‘\/IeIaW| yang digunakan untuk membiayai '1<eg|atan
pajak dgn retribusi, langkah optimelisasi lain l hﬁl')‘p rintahan serta untuk menunjang pembaﬁgunan
melalui perluasan dari konstitusit yang telama.*‘ldx:h. Namun demikian berdasarkan realisasi
melalui pembentukan peraturan daerah yang bertUJuan ',' p'é?fdapatan pajak hotel di Kabupaten MéIaW| masih
b belum mencapai tujuan seperti yang dlhqllapkan

Faktor léguangan adalah faktor yang pallng tepat ,{‘

=5 ¥y
__Tabel11

: ,r
.. Target dan Realisasi Pendagé‘tan Pajak Hotel

untuk memperbalkl sistem perpajakan daerah.

untuk mengukur’.pngkat kemampuan daerah dalam -

melaksanakan otorTlenya. Maka'daerah-otonom

diharapkan dapat mgmiliki pendapatan sendiri’ untuk Kabupaten ,-’élawi

membiayai penyelenggaraan urusan r rumah tangganya " > o
Melihat kondisi minimnya PAD d| Kabupaten TN | ‘F;m; rereet Realises
Melawi, maka untuk itu pemerintah perlu Rp. Rp. %
mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan . Azgg;rr;n 60.300.000 | 19.792.136 | 28,56
pendapatan daerah. Salah satu potensi yang perlu 2007

menjadi perhatian berkenaan dengan peningkatan 2 Az;g;r;n 173.250.000 |  16.969.500 | 9,79
PAD adalah pemungutan pajak hotel. Dalam upaya f::usn

mengoptimalisasikan pemungutan pajak hotel tersebut 3 Anggaran 207.000000 | 32.356.500 | 1563
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2009 1)
Tahun
4 Anggaran
2010
Tahun
5 Anggaran 78.012.000 50.156.000 | 64,29
2011 2)
Tahun
6 Anggaran
2012
Sumber Data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

117.018.000 56.265.960 | 48,00

178.024.500 26.011.330 | 14,61

dan Aset Daerah Kabupaten Melawi.
3)

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa
implementasi peraturan daerah tentang pajak hotel

masih terdapat permasalahan, dimana realisasi
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Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana
kelompok sasaran kebijakan dapat mengetahui
secara jelas mengenai implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun
2005 tentang Pajak Hotel.

Mengetahui dan mendeskripsikan petunjuk dan
dasar hukum vyang ada dalam proses
implementasi  Peraturan Daerah  Kabupaten
Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak
Hotel.

Mengetahui dan mendeskripsikan komitmen dan
keahlian para pelaksana dalam
mengimplentasikan Peraturan Daerah Kabupaten

Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak
Hotel.

penerimaan pajak hotel masih belum memenq{hﬁa’r@&' “"Bys.Mengetahui dan mendeskripsikan dukungan para

seperti  yang  diharapkan ‘g@,dah'é'l

hotel/penginapan/losmen _ger’t‘i'rﬁbah pada setiap
tahunnya, hingga tahganOlS di Kecamatan Nanga  5)

jumlah

Pinoh Kabupate’rk""li‘/lelawi berju ylah 11 (sebelas)
hotel/pengingp‘éh/ losmen. A

Padg—fghun anggardn 2007 realisasi pené(imaan
pajak‘;ﬁotel hanya - sebesar 28,56%, der'nil_<ian juga
pada iahun—tahun berikutnya selalu belum fnencapéi——-_—:'
target bseperti yang diharapkan yaitu 100%. Meliha!?j'??)
permas?glahan tersebut maka pen lis tertarik untull] 1
melaku%n penelitian  mengenai Implerqen,{as‘i
Peraturarl,' Daerah Kabupaten Melawi Nomor | 1 '...'
Tahun 206’@: tentang Pajak Hotel.

L
3
\
2. Rumusan‘sPermasaIahan
Berdasarka{?i11 pemaparan ' di atas, penulis
mengambil suatu perumusan masalah agar penelitian

ini lebih terarah dan-.m.gmiliki kejelasan dalam b)

merumuskan fakta dan datanya  sebagai berikut :

“Bagaimana pProses impIementa&?eﬁtLﬁn ‘Daerah-
Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang

Pajak Hotel?”

Melawi

3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
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pelaksanaan Pajak Hotel. 7

_pemecintaf ~Kablpaten

stakéhelder dalam melaksanakan Peraturan
Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun
2005 tentang Paﬁ‘kﬂqtel.

Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana
kondisi sosial-ekonomi 'dan\teknologi dalam
implementasi  Peraturan Da’érgh Kabupaten
Melawi Nomor 10 Tahun 2005 ‘tentang Pajak

Hotel. 1,‘- :
'Matfaat Penelitian !;
Manfaat Teoritis 1

Adanya  penulisan ini c-jiharapkanv dapat

-"m('em.berikan sumbangan pemikiran,'pengé'mbangan
J rﬁ pegetahuan tentang Kebijakan Plﬁblik dan
L 9 [.f'll diharapkan dapat menjadi bahan masuk.ay{, landasan
“ l}! teori, referensi, dan tempat berpijak bag;i' peneliti

lainnya untuk pengemban an stl,lﬂi mengenai

]
implementasi kebijakan publjf( khususnya

.

J

Manfaat Praktis i
Sebagai input atau"bgh"ﬁ pertimbangan bagi
elawi

agar  dapat

mengoptimalkan pelaksanaan Pajak Hotel sebagai

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

khususnya bagi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Melawi yang bertugas mengelola Pajak Hotel.
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B. KERANGKA TEORI DAN METODE

PENELITIAN
Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Berkenaan dengan studi implementasi yang
menjadi dasar dalam penelitian ini maka
kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah
kabupaten melawi yaitu Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel selanjutnya
kebijakan tersebut diimplementasikan sebagai

upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Adapun tujuan dari peraturan daerahe..

tersebut  yaitu tertibnya adminri‘stiasﬁ‘ﬂdan
kelancaran dalam pemungut'gwﬁla\]ék hotel yang
mana pajak hotel ini_mer'ﬁb;kan salah ,satu

sumber PAD K}bd‘p‘)’aten Melawi yahg didunakan
untuk merpb'i’ayai kegiatan® pemerintahan serta
untuk f‘;nenunjang .

K:}bﬂpaten Melawi.

pembangunan daerah

Studi implementasi meru -akan suatu kajian i

ses pelaksanaan dari suatu

Tindakan implementasi kebijakkan menurut DL\nnl
(dalgm Tachjan 2008:26) dibedakan kedﬁéﬂ,‘
“Polw,y inputs dan policy process”. Policy i
berupa‘ masukan sumberdaya, sedangkan pollcy ©
process -pertallan dengan kegiatan administratif, r
orgamsasqnal, yang memhbentuk transformasi
masukan kehijakan kedalam —hasil (output) damr
dampak (impe;'&t)_ kebijakan.
Dapat disiﬁip‘tﬂkan bahwa implementasi

merupakan suatu proses=syang melibatkan

———

sejumlah sumber termasuk manusia, dana dan
kemampuan organisasional yang dilakukan oleh
atau

pemerintah maupun swasta (individu

kelompok). Implementasi tersebut dilakukan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara
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nengenai studi kebijakan ya ‘g mengarah pada——
;}b kebijakan.
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itu, pelaksanaan kebijakan merupakan proses
usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang
masih bersifat abstrak kedalam realita nyata.
Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan
untuk menimbulkan hasil, dampak dan manfaat
serta dampak yang dinikmati oleh kelompok

sasaran.

Model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa model pendekatan

implementasi kebijakan  publik yang sangat

———

menen,tukan keberhasilan implementasi kebijakan
publik. Antara._am menurut Schneider (dalam
2012:19),

menyebutkan lima faktor'..yang mempengaruhi

1,,
Purwanto dan . Sulrstyastutl

keberhasilan implementasi, yaltu kelangsungan
hu_jup (viability),
Iih'tegrity), cakupan (scope), kapasitas (Eqpacity),

integritas teorl % (theoretical

“finginkan (unintended

' konsekuensi yang tidak
' (
4

consequences).
Model yang dikembangkan oleh Vzh Meter
dan Van Horn (dala i Tachjan 008:39)

enjelaskan bahwa kinerja kebijakan dl.pengaruhl

tsl,l ,oleh beberapa variabel bebas yang saling

berkaltan variabel tersebut yaitu : _,»'

Standar dan sasaran kebijakan
Sumberdaya
Karakteristik organlsa5| pelaksana
_ Komunikasi antar .organlsal terkait
dengan kegiatan- eg,latan pelaksana
Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sog;,af ekonomi dan politik.
- "’,
. Menurutpendapat George C. Edward Il
2010:90)

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

|
Eall oA

o1

(dalam  Subarsono Implementasi

a. Komunikasi,

b. Sumber Daya

c. Disposisi,

d. Struktur Birokrasi,
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Paul Sabatier (dalam Purwanto dan

Sulistyastuti 2012:19) menyebutkan ada enam

variable

kontribusi

utama dianggap  memberi

yang

keberhasilan  atau  kegagalan

implementasi, enam variable tersebut adalah :

a.

4 berupa
hpelalksanaan yang jelas

Tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas dan

konsisten Kejelasan isi dan tujuan

kebijakan serta rincinya  sebuah kebijakan

akan mudah diimplementasikan karena

implementor mudah  memahami  dan

menterjemahkan dalam tindakan nyata.

yang  kuat daleirp,‘w
merumuskan kebijakan Sebe,apa Jauh
kebijakan memiliki dul§ungﬁf1 teoritis akan

lebih Kkuat untu[g_méﬁjelaskan tujuan usaha

Dukungan  teori

yang akan d,icépai melaluilimpl'ement‘asi
kebi Jakaﬁr

Pros’es |mplementa3| me
,Jyang

Aliki-dasdr, hukum

jelas” sehingga menjamln ‘terjadi

4 kepatuhan-para petugas di Iapangan dan

kelompok ‘sasaran : Adanya dasar, hukum——

petunjuk teknis dan petunju'

sebagai d ar
%})elaksanaan dari suatu  |kebijakan te»)ii J‘
memudahkan  petugas ¢ dan , I

kef{ompok sasaran untuk melaksanakannya ‘c‘

§ehingga

sesﬁgl aturan yang berlaku. *i‘
Kom'?t.men dan keahlian para pelaksana
kebijaléa{] : Komitmen' - aparat pelaksana -
untuk mg"ne_alisasikan tljjuan yang. telah

tertuang daT'ézrp kebijakap adalah variabel
yang paling I?rl]sialudal@m‘

kebijakan. Keahlian dalam hal implementasi

implementasi
yaitu bagaimana pengetahuan dan wawasan
pelaksana untuk melaksanakan kebijakan
serta tingkat pendidikannya.

Dukungan stakeholder

para Tingkat

keberhasilan suatu implementasi kebijakan
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X
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dibutuhkan

dukungan dari warga. Karena itu mekanisme

sangat adanya  sentuhan

partisipasi publik sangat penting dalam
pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

f.  Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi :
Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik
akan relatif mudah menerima pembaharuan
dibandingkan dengan masyarakat yang masih
tertutup dan tradisional, demikian pula
kemajuan teknologi akan membantu dalam
proses keberhasilan implementasi.

»w, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

modelv"i’mp\l,(_ementasi kebijakan Sabatier, namun

mengingat "Ret-eg_batasan penelitian dan
permasalahan yang é&émgka peneliti membatasi
variabel yang mempengarJﬁI =xk§(‘eberhasilan
implementasi kebijakan yang dilj’[‘altgkan Sabatier
pada lima variabel sajayang dirasa r;{émpu untuk
'menj.aWab permasalahan yang terjadi daié’m
Peraturan .Daerah Kabupaten
Melawi Nomor 10 tahun 2005.tentang péjak

Hotel. ‘ J

v
' U
Pajak Hotel f

. Pajak menurut Soeparma Soemql'iamijaya
(dalam Anshari 2008:5) “pajak adalah iuran wajib
berupa—uang atau baran . yang dipungut oleh

penguasa berdasarkan norma- norma hukum guna

" menutupi bla.ya_produk3| baramj -barang dan jasa

kolektif! dalam mencapai kesejahteraan umum”

Pajak hotel adalah pUngutan daerah  atas

pelayanan hotel Pengertlan hotel di sini termasuk

juga rumah penginapan yang memungut
pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak
ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada
di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah

kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak
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mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.
Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu
daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus
terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah
tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi
landasan hukum operasional dalam teknis
pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak
Hotel di daerah kabupaten atau kota yang
bersangkutan. Dalam hal ini Pemerintahan
Kabupaten Melawi telah mengeluarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Melawi No.10 Tahun 2005

tentang Pajak Hotel.

2. Metode Penelitian ___,r‘“

Metode penelig,ian")‘/ang digunakan, dalam
penelitian ini aqlg}aﬁ"metode p nelitian deskriptif
Kualitatify@JtJ};enelitian yan . bertujuan untuk
mengar.p,bﬁﬂrkan situasi tertentu, _sikap, 'berilaku,

pandaﬁgan fenomena, dan prose :yang -berlaﬁgsung

tekr‘uk Purposnve Sampling. P rposive Sampllng

adalahh “teknik penentuan sampel dengan ‘

pertimbangan tertentu...” (Sugiyono, 2011: 125

'T’.r;l“

hncinya
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tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data (Sugiyono, 2011:308).
dalam penelitian kualititif dilakukan pada natural

Pengumpulan data

setting (kondisi yang alamiah). Data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalah penilitian ini adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu menggunakan analisis data kualitatif Model
Reduksi Data,

Kesimpulan/

Miles dan Huberman, vyaitu
Penyajlan Data dan Penarikan
Verl\ﬂkag,l Sedangkan teknik keabsahan data yang
dlgunakan daﬂam penelitian ini adalah Triagulasi.
Triangulasi ini dlartl'kaq 1sebagal “pengecekan data
dari berbagai sumber dengamg?rbagai cara, dan

berbagai waktu. L

.
"y

n' ‘)
C. HASIL PENELITIAN-DAN PEMBAI—‘ASAN

dllqram penelltlan Penelitian ini mériggunakaﬁ—l ‘Tujuan dan Sasaran Kebijakan

(
: )
Kejelasan isi dan tujuan kebijakan sefta

sebuah kebijakan+" “akan || mudah

Berdasarkan teknik penelitian

seperti i
diuraikdp diatas maka yang menjadi subyek da ml ‘n.yata Berkaitan dengan hal tersebut tUJuan dari

penelltlan ini berjumlah 10 (sepujuh) orang sebagai | | adanya Peraturan Daerah N mor 10 'ﬁahun 2005
berikut : S‘ekretarls Dinas Pendapatan, Pengelolaan v

} 'dumplementamkan karena |mplementorl, mudah
pl mel ahami dan menterjemahkan dalam tlndakan

adalah untuk tertibnya administrasi dan‘ kelancaran

Keuangan da‘} Aset DaeartT"Kablipaten Melawp, dalam pemungutan pajak hotel yang ,rhana pajak hotel

Kepala Bidan@tPendapatan d"flh Penetapan Pajak ini merupakan_salah satu sumger pendapatan asli

dan Retribusi; K_gpala Bidagig™ Peniaginap, daerah” Kabupaten . Melawi. Sasaraga dari kebijakan ini

Perimbangan dan Penerimaan lain-lain; Kepala adalah wajib pajak sebagai o_,g/firlbadllbadan yang

Seksi Penetapan Pajak dan ‘Retribusi;.Kepala Sek5|_ _menyelenggarakan Meahahotelgatas namanya atau

Penagihan Pajak dan Retribusi; Staf yang

nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

mengelola administrasi Pendapatan Daerah; Tenaga DPPKAD sebagai Dinas yang mempunyai

Honorer yang bertugas melakukan pemungutan atas

salah satu fungsi dalam pelaksanaan urusan

Pajak Hotel; dan 3 orang pengelola hotel. Pemerintah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan

Teknik pengumpulan data merupakan

Keuangan dan Aset Daerah juga bertugas memberikan

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena ;. ¢0 o ci kepada wajib pajak mengenai peraturan

Rikka Septiandini
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Page 309



daerah tentang Pajak Hotel. Penyampaian informasi
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
wajib pajak bagaimana proses pelaksanaan pajak hotel
juga

menyampaikan apa yang akan dilaksanakan dan apa

secara prosedur dan teknis kemudian

pajak dalam pelaksanaannya
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Tahun 2005 tentang pajak hotel sudah jelas didalam
kebijakan tersebut dicantumkan besar tarif pajak
hotel adalah dari 10% dasar pengenaan penginapan

hotel untuk itu perlu pemahaman bagi setiap wajib

karena kepatuhan

manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah

kebijakan tersebut. Penyampaian informasi berupa
sosialisasi mengenai pajak hotel diharapkan dapat
memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk
dapat mengikuti kebijakan yang ada.

Di Kabupaten Melawi untuk pelaksanaan

sosialisasi mengenai pajak hotel berdasarkan hasile.,,

wawancara dan observasi sudah giJMéﬁékan
melalui surat edaran, pemberitahuaff”' ecara lisan dan
tulisan maupun media getak dan media komunlka5|
seperti koran dan [,adlo Pemberitahuan'secara lisan
yang dlmaksgd'yaltu adanya. suatu pertemuan yang
' pihak DPPKAD

menguﬁdang seluruh_ wajib pajak hotel/pengmapan/

dilaksanakah oleh . dengan
losrien yang ada-di- Kabupaten
dala;b sosialisasi karena hal ini dirasakan lebih
kepacb pendekatan dengan wajib pajak , namun

dalam pelaksanaannya tidak semua wajib pajak yapg

hadir daylam sosialisasi tersebut. Hal ini juga m dIL
suatu kendala dalam sosialisasi kepada wajib p Jak. l i A}éUStlno 2006:146) : ,
Proses sos:allsa5| ini tentunya tidak berjalan mulus A

seperti apaﬁ_yang diinginkan, pada kenyataannya &

masih terdaﬁat kendala-kendala antara lain_pihak
wajib pajak maslh merasa terbebani.dengan adanya
pajak hotel, dlsmr Iah pihak DPPKAD«memainkan
peran dengan memberlkan penjelasan  bahwa
pembayaran pajak merupm{mmungjawab Wajlb
pajak namun dananya diperoleh dari konsumen
(penginap) yang menggunakan jasa hotel, yang mana
10% dari biaya penginapan itulah yang menjadi
pajak hotel.

dokumentasi  dari

Berdasarkan  hasil

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10

Rikka Septiandini
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“elawi untuk hadir tersebut berupa petunjuk

. Sasaran

ditetapkan dalam implementasi sangat berpengaruh

positif terhadap kesuksesan implementasi kebijakan,

ini berkaitan antara konsistensi antara apa yang

ditulis dengan apa yang dilaksanakan.

2. Proses implementasi memiliki Dasar Hukum
_ yang
‘ 'Répatuhan para petug

jelas sehingga menjamin terjadi
s di lapangan dan
kelompok §asa,ran

Dalam proses pelaksanaan peraturan daerah
ini memiliki dasar hukum yanq‘JeIas sehingga
menjamin kepatuhan para petugéﬁ"-Q[ lapangan dan
kelompok sasaran untuk melaksanakan tugasnya
sesuéi dengan peraturan daerah. Dasar hu.I?u,r,p

teknis dan pétunjuk

- —-pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan dari sﬁatu

| kebijakan untuk memudahkan petugas dan ke;tompok

melaksanakannya sesual

aturam yang
laku. Menurut Mazmanian dan Sabatler .(dalam

¥

“semakin mampu suatu ," peraturan
memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat
dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan
kepentingan bagi para pejabar pelaksana dan
“aktor lainnya,“maka sgmakm besar pula
kemungkinan bahwa output kebijakan dari
badan-badan pelaksan fakan sejalan dengan
petunjuk tersebut.”
r

g

DisKabupaten Mela
pajak hotel adapun petunjuk teknis dan petunjuk

.i dalam pelaksanaan

pelaksanaan yang memuat aturan dasar pengenaan,
tarif, cara penghitungan pajak hotel dan tata cara
pembayaran serta penagihan tersebut secara jelas dan
lengkap berdasarkan hasil dokumentasi tertuang

dalam peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah
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Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Pajak Hotel. Sedangkan dasar hukum yang memuat
aturan mengenai tugas pokok dalam pelaksanaan

tugas sudah dijelaskan didalam
Melawi Nomor 34 Tahun 2011
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Peraturan Bupati
tentang Struktur
Organisasi,
DPPKAD karena adanya pembagian kerja yang jelas
dalam  setiap tahapan  implementasi  akan
menghasilkan kejelasan tanggungjawab dari masing-
masing pelaksana.

dasar

Selain hukum vyang jelas dalam
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juga mempengaruhi dalam pelaksanaan kerja. Dalam
Badjuri dan Yuwono (2002:125) :
dalam pemahaman dan keahlian terhadap sebuah

“Keterbatasan

kebijakan sangat mempengaruhi  keberhasilan

implementasi. Karena keterbatasan keahlian ini bisa
memungkinkan distorsi kebijakan”. Mengacu dari
pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa
komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan
erat kaitannya dengan proses implementasi yang
sedang berlangsung yang berarti bahwa tanpa adanya
yang memadai dalam

sumberdaya manusia

pelaksanaan pajak hotel ini juga memiliki dasg_[,. - pelaksanaan implementasi maka tidak akan dapat

penetapan yang menjadi target pencapalan'ﬁajak di
Kabupaten Melawi yaitu begjasafkan omset dari
__iHotel/penginapan/losmen.
tidak
hukums yang secara khusus

masing-masing

Berdasarkan haSJ} observa5| peneiliti'

menemukan dasar

mengenai g penetapan target pé’ndapatan

tersebut's—ecara tertulis dan di lapangan peneliti sulit
menﬂapatkan data-keuangan penyetoran pajak dan___

berjalan.§epert| apa yang telah dirumuskan dalam
tujuan, karena Taktor pelaksana kebijakan merupakan
halsterpenting sehingga.l harus didukung dengan
adanya sumberdaya manu5|a. yang baik sebagai
pelaksana yang  mampu melaksanakan tugas dan
mengetahw apa yang harus dilakukan.

Berkenaan dengan’ pajak hotel di %abupaten
berdasarkan  hasil"

Melawl wawancara | dapat

omset dari masing-masing hotel untuk setiap—— dikatakan bahwa tingkat komitmen dan Keahllan

bulanpya, mendapatkan datb
berdagz;kan akumulasi target dan realisasi per taf]un

sehing

peneliti  hanya

berdasarkan hasil w wancara untuk g

mengetahw omset maka setiap wajib pajak

menyerahkan kartu data pajak hotel yang sudah dIISI '
lengkap kegada pihak DPPKAD agar data tersebut t

dapat diolah L{ntuk penghitungan dan menjadi dasar
penetapan pajak'hotel pada bulan serikutnya. =
3. Komitmen de:n Keahllan Para: Pelaksana
Kebijakan %

"' S~
aparat™™ untuk

Komitmen ~=p-laksana_

-—

merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam
kebijakan adalah variabel yang paling krusial dalam
implementasi kebijakan serta keahlian dalam hal

implementasi sangat dibutuhkan  yaitu bagaimana

pengetahuan dan wawasan pelaksana untuk

melaksanakan kebijakan serta tingkat pendidikannya
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para pelaksana kebijakan sudah_baik yan?; mana
para pelaksana sudah melaksanakan tuga,ls pokok

!gn fungsinya sesuai aturan yang berlakw

usl‘ I}{emudlan petugas pemungut palvak sudah

melaksanakan tugasnya untuk menarlk,pajak sesuai
dengan-waktu dan jadwal  yang dltetapkan dan

ketulusan petugasjuga ta pak d?fl kedisiplinan

“ “setiap bulannya-secara rutin untuk turun langsung

yfat ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) dan me l;i ungut pajak dengan
menggunakan .Surat Setor Pajak Daerah (SSPD),
namn dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan

~kelapangah menyerahkan

dengan baik tanpa adanya  dukungan penuh dari
pihak wajib pajak.
4. Dukungan para Stakeholder

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan

sangat dibutuhkan adanya sentuhan dan dukungan
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dari warga sebagai stakeholder, karena itu

mekanisme partisipasi publik sangat penting
didalam pelaksanaan kebijakan publik dilapangan.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dukungan
stakeholder dalam pelaksanaan pajak hotel ini
belum sepenuhnya dilakukan dilihat dari kesadaran
wajib pajak yang masih rendah. Jika wajib pajak
sudah memiliki kesadaran tinggi tentunya semua
akan berjalan beriringan sesuai  dengan apa yang
direncanakan dan diharapkan.

Berdasarkan  hasil

wawancara dengan
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oleh keadaan sosial-ekonomi yang kondusif dan
didukung kemajuan teknologi yang memadai.
Dalam pelaksanaan pajak hotel di kabupaten
Melawi sudah ditunjang dengan adanya Teknologi
walaupun baru dari sistem pengolahan datanya saja
yaitu sistem komputerisasi  yang disebut dengan
Simpada (Sistem Informasi  Pendapatan Daerah)
namun sistem pembayaran pajak hotel masih secara

manual.

D. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

narasumber wajib pajak sudah membayar namup_,. —— Slmpulan

didalam pelaksanaan manajemen hotel LdSih belum a. U‘ntuk mengetahw tujuan secara jelas mengenai

transparansi dalam melaporkag.jmnlah sebenarnya
para penginap hotel setiap bulannya D|S|p||n
pembayaran juga 1pzlerupakan hal pentlng yang harus
ada dari Setl_?.p"W&jlb pajak;stapi pada kenyataannya
hal ini beﬁim bisa terlaksana seperti yaﬁ'g
dlharapkan Seperti-keterangan dari Bapak Alfian
seléku sekretaris-DPPKAD :

adai.i hanya beberapa hotel
LA i

ayar tepat pada waktunya, itu juga hanya = P

sebagian kecil'dari hotel yang ada.” (Wawancara FOI S
Mei 2'913) Begutu pula menurut keterangan ﬂh l"m
Bapak Moh Rachmadani selaku Kepala Sekg l,
Penaglha:n Pajak dan Retribusi : “tingkat kesadaran t‘
wajib pajaﬂ; masih kurang, ketik : juru tagih datang * r
wajib pajak’L‘Qering tidak berada ditempat, sehingga
pembayar ti:is,k sesuai
(wawancara 20 R"nei 2013).

dengan —jatuh  tempo.™

5. Kondisi Sosial*Ekonomi dan Teknologi
.
Mayarakat yang sudah=terbuka dan terdidik

——

akan relatif mudah menerima pembaruan dibanding
dengan masyarakat yang masih tertutup dan

tradisional.
membantu keberhasilan

akan dalam  proses

implementasi. Idealnya suatu kebijakan akan

berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung
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“dari 11 hotel yang i

saja yang sadaf——

Widasar

Demikian juga, kemajuan teknologi  c.

Implementam- Peraturan  Daerah  Kabupaten
e

Melawi Nomor 10Fahun 2005 tentang Pajak

Hotel' . pihak . DPPKA%:, sudah melakukan

sosialisasi dengan menga akan' suatu pertemuan
dengan seluruh pihak. .ajib pajak.__kemudlan
meIaIU| surat edaran, pem. eritahuan, m’adia cetak
.(koran) dan media komunikasi (radio) umtuk
memperjelas kembali mengenai pajak hotef
Untuk menunjang pelaksanaan_pajak ho'g I maka
perlu adanya suatu aturan mengenai petunjuk dan
ada

hukum  yang dalan}r proses

Implementa3| kebijakan. alam hal in‘i petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis secafa jelas

diterangkan didalam peraturan daerah Kabupaten
MeIaW| Nomor- 10 Tahun 2005" tentang Pajak
Hotel. pajak di
kecamatan Nanga Pinoh rryaka pihak DPPKAD

menggunakan dasar y ng bersumber dari

Untuk_menetapkan :target

penghltun_qan. Omset dari omset ini lah target
akan diakumulasikan untuk ditetapkan pada
setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan pajak hotel di Kecamatan
Nanga Pinoh Kabupaten Melawi untuk komitmen
dan  keahlian dalam

para pelaksana

mengimplentasikan Peraturan Daerah Kabupaten
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Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak DAFTAR PUSTAKA
Hotel dinilai sudah baik yang mana para BukuBuku:

pelaksana sudah melaksanakan tugas pokok dan Agustino, Leo, 2006. Dasar — Dasar Kebijakan

fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Publik. Bandung : CV Alfabeta.
d. Dukungan stakeholder dalam pelaksanaan pajak  Anshari, Tunggul. 2008. Pengantar Hukum Pajak.
hotel ini dapat dinilai masih kurang dimana pihak Malang : Bayu Media Publishing.

wajib pajak sendiri masih memiliki kesadaran dan  Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002.
PP : Kebijakan Publik Konsep dan Strategi.
disipl dah untuk dapat b k o .

1SIpHIN Yang rencah Untuk capat membayar paja Semarang : Universitas Diponegoro.

secara rutin tepat pada waktunya.

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis

e. Pelaksanaan pajak hotel di Kabupaten Melawi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadja Mada

sudah ditunjang dengan adanya Teknologi dari University Press.
sistem  pengolahan  data  yaitu S|sterp,. ‘Mgleong, Lexy. 2011. ~‘etodologi Penelitian
komputerisasi yang disebut dengaa%pada ““Kualitatif. Bandung: P Remaja Rosdakarya.
-’h
(Sistem Informasi Pendapat_pDﬁ‘Jrah) namun Mustagiem. 2008%R jak Daerah Dalam Transisi
dari sistem pembaya[,aanaJak hotel masih secara - Otonomi Daer h,Yogyakarta - FU Ul Press.
manual dlmana)zvajlb pajak menyetorkan uang  Nugroho, Riant. 2008. PubllC‘Pohcy Jakarta : PT.
tunai Iangsung ke petugas pemungut pajak Gramedia. ~"~
ataupunfmelalw loket pembayaran di DPPKAD Pasolorrg, Harbani. 2010. Teori Admlnlstra5| Publik.
F | . Bandung : Alfabeta. ™
' 3 - o
2. Keterbatasan P_ra,setyopO, Dwi Sunar. 201 ~#“Buku Pintar | Pajak.
! ; o . | pm— Jogyakarta:Laksana. {
Dalam melaksanakan penelitian ini penelltl-—~ !
memlliq keterbatasan untuk mengetahui secara rin IWPurwanto, EA dan Sulistyastuti, DRJ 2012
? Implementasi Kebijakan Publik, Kor)(sep dan
data pepgunjung" hotel dari pihak manajemen h0[9|+ '- _ Apllkasmya Di Indonesia. Yogyakarm Gava
sehinggd, hanya melihat dari sisi laporan ¥ _ Media. ‘.4
diberikan -Iangsung kepada pihak Dinas Pendap n, , S osa Pandji. 2008. Administrasi PubII'k - Teori
. = dan Aplikasi Good Gov rnance. Bandung PT.
Pengelolaan Keuangan dan Aset aerah (DPPKAD) v‘
5 i Refika Aditama. J
Kab.Melawi) &
L Siahaan, Marihot P. 2004. Ut ng Pajék Pemenuhan
% - Kewajiban dan Penagihan PaJak dengan Surat
E. APRESIASI‘-& - ! ~ ~=" Paksa. Jakarta:"PT. Raja Grafindo Persada.
: £
Pada kesempatan ini, saya mngucapkan, terima -%---1'2005. Pajak. Daerah ah Retribusi Daerah.
kasih kepada seluruh pengelola dan pengasuh Jakarta: PT. Raja Gra]:in“do Persada.
s

. =~ . . i
Program  Studi limu Pemerintahan Kerjasama  Subarsono, AG~2010. Analisis Kebijakan Publik
T (Konsep, Teori dan Aplikasinya). Yogyakarta

Pemerintah  Provinsi Kalimantan Barat dengan ]
Pustaka Pelajar.

Universitas Tanjungpura Pontianak, serta Pemerintah
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif

Kabupaten Melawi khususnya Dinas Pengelolaan Kualitatif dan R&D. Bandung : CV.Alfabeta.

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten
. . e e . 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed
Melawi yang terlibat dalam penelitian ini. Methods). Bandung : CV.Alfabeta
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Tachjan,H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik.
Bandung : AIPI —Puslit KP2W Lemlit UNPAD.

Tohardi, Ahmad. 2012. Pedoman Perkuliahan
Metodelogi Penelitian Kualitatif. Pontianak :
FISIP Universitas Tanjungpura.

------ . 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Program
Studi llmu Pemerintahan. Pontianak : FISIP
Universitas Tanjungpura.

Umar, Husein. 2008. Metodologi Penelitian. Jakarta :
Raja Grafindo.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi

dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah. Bandung : CV.Mandar Maju.

...... . 2008. Perpajakan Indonesia. Jakaw *uﬁm
Empat. , R "
e
Widodo, Joko. 2006. Anwakan Publik. e
Malang : Bayu Me}i.a ublishing. < == ‘,' _ L

‘ ‘\«‘
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan  , :'\4
Proses. \_C yakarta : Media'Pressindo. : ol \
Peraturanﬁ( % ' ,
’;, .. i 4. “ | \‘
Undapg-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak ' v o 3
aerah dan-Retribusi Daerah. | ——
Undan —Undang'Nomor 32 Tahun 2004 tentang i~
merintahan Daerah. 5 {
! -
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 : l
Tahun 2005 Tentang Pajak H tel.
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 01
Tahun%2011 Tentang Pembentukan Organisasi '/
Perangkat Daerah Kabupaten Melawi /
[ - - =
Peraturan Bupa\t Melawi Nomor 34 Tahun 2011~ -~ f. =N
tentang Strm{tur Organisasi,.. Tugas Pokok, [(r
Fungsi dan i::a Kerja® inas Pendapatan, . ~ = ' 7, ©
Pengelolaan K angan dan Aset Daerah //t
Kabupaten Melawi. ™ = o —
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